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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pegawai yang bekerja pada
instansi pemerintah yang diberikan tugas dan gaji sesuai dengan jabatan
yang melekat padanya. Fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan
publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dengan
fungsi tersebut, ASN dituntut yang mempunyai integritas, kompetensi, dan

etika yang baik untuk dapat memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, yang mengatur tentang manajemen Aparatur Sipil
Negara (ASN), pasal 64 ayat 1, bahwa masa percobaan Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) dilaksanakan selama 1(satu) tahun untuk memenubhi

salah satu persyaratan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pelatihan Dasar CPNS berdasarkan UU ASN dimaksud agar
menciptakan PNS yang memiliki nilai-nilai dasar yaitu akuntabilitas,
nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi (ANEKA).
Selain menciptakan PNS yang memiliki nilai ANEKA, CPNS juga diberi
pengetahuan mengenai peran dan kedudukan ASN dalam NKRI yang
terdiri dari manajemen ASN, pelayanan publik serta Whole of Government
(WOG). Setelah memahami peran dan kedudukan ASN dalam NKRI. Nilai-
nilai tersebut nantinya akan diaktualisasikan ke dalam lingkungan
pekerjaan pada masing-masing unit kerja dengan membuat rencana

aktualisasi.



Berdasarkan Perka LAN Nomor 25 Tahun 2017 tentang pedoman
penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Golongan I, setelah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dimaksud
CPNS akan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ANEKA pada setiap

kegiatan dalam tugas jabatannya.

Biro Kesekretariatan Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan
dukungan kesekretariatan kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan
Sekretariat Jenderal, dukungan persidangan terhadap Rapat Pimpinan,
Badan Musyawarah dan Tim DPR Rl serta tata usaha tenaga ahli dan staf

administrasi anggota DPR RI, yang dikepalai oleh seorang Kepala Biro.

Jabatan pengelola data mempunyai tugas lain yang diberikan oleh
atasan, seperti memerikan pelayanan kepada Tenaga Ahli dan Staf
Administrasi Anggota DPR RI apabila mengalami kesulitan. Contohnya
saja dalam mendapatkan SK Pengangkatan, banyak Tenaga Ahli dan Staf
Administrasi Anggota DPR RI yang mengalami kesulitan terkait lokasi
Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR Rl yang berada di daerah
pemilihan masing-masing sementara untuk mendapatkan SK
Pengangkatan yang bersangkutan harus mengambilnya ke Sekretariat
Fraksi masing-masing yang berada di Jakarta. Berdasarkan kondisi
tersebut maka Penulis akan memberikan solusi melalui rancangan

aktualisasi.

2. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (PNS);

c. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

d. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor



12 Tahun 2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; dan

Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keabhlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan

Perwakilan RakyatRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018.
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BAB Il

PROFIL ORGANISASI

Gambaran Singkat Unit Kerja

Biro Kesekretariatan Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan
dukungan kesekretariatan kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan
Sekretariat Jenderal, dukungan persidangan terhadap Rapat Pimpinan,
Badan Musyawarah dan Tim DPR RI serta tata usaha tenaga ahli dan staf

administrasi anggota DPR RI, yang dikepalai oleh seorang Kepala Biro.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Kesekretariatan Pimpinan

menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Kesekretariatan
Pimpinan;

2. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Kesekretariatan
Pimpinan;

3. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro
Kesekretariatan Pimpinan;

4. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit
organisasi di lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan;

5. Penyiapan bahan perumusan

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2018 tentang kedua atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
terjadi penambahan 1 (satu) unsur Pimpinan DPR RI yaitu Wakil Ketua
DPR RI bidang Akuntabilitas Keuangan Negara, Kerumahtanggaan dan
Hubungan Antar Lembaga (Korakerhal), maka struktur organisasi Biro
Kesekretariatan Pimpinan mengalami penambahan unit kerja. Unit kerja
dimaksud yaitu Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang



Akuntabilitas Keuangan Negara, Kerumahtanggaan dan Hubungan Antar

Lembaga (Korakerhal).

Dengan adanya perubahan struktur tersebut, maka unit-unit kerja yang

berada di bawah Biro Kesekretariatan Pimpinan, sebagai berikut:

p !

10.

Bagian Sekretariat Ketua; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua)
Kasubag.

Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan,; terdiri
dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.

Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan;
terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.

Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan; terdiri
dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.

Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat; terdiri
dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.

Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Akuntabilitas Keuangan
Negara, Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga; terdiri dari
1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.

Bagian Sekretariat Badan Musyawarah; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan
2 (dua) Kasubag.

Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan; terdiri dari 1 (satu) Kabag
dan 2 (dua) Kasubag.

Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal; terdiri dari 1 (satu)
Kabag dan 3 (tiga) Kasubag.

Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR;
terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.

Struktur Organisasi Biro Kesekretariatan Pimpinan berdasarkan

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR



Rl sebagaimana terakhir diuban dengan Peraturan Sekretaris Jenderal
DPR RI Nomor 2 Tahun 2016 dapat dilihat pada gambar berikut.

&
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Biro Kesekretariatan Pimpinan
Visi dan Misi Unit Kerja

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta
pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pemberian dukungan
terhadap 3 fungsi DPR (legislasi, anggaran, pengawasan), program kerja
Biro Kesekretariatan Pimpinan mengacu pada Rencana Strategis Deputi
Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2014-2019
sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, serta
sebagai pedoman dan pengendalian Kinerja dalam pelaksanaan program
dan kegiatan Biro dalam pencapaian visi, misi, serta tujuan yang ingin

dicapai.

A. Visi
Rumusan visi dan misi Biro Kesekretariatan Pimpinan mengacu
pada visi dan misi Deputi Persidangan, dengan fokus pada Tupoksi
yang telah ditetapkan, yaitu menyelenggarakan dukungan
Kesekretariatan kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat
Jenderal DPR RI, Dukungan Persidangan kepada Badan Musyawarah



dan Tim Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta Tata
Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI, maka Visi
Biro Kesekretariatan Pimpinan ditetapkan sebagai berikut:
"Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kesekretariatan
kepada Pimpinan Dewan dan Pimpinan Sekretariat Jenderal serta
dukungan persidangan kepada Badan Musyawarah secara

profesional, transparan dan akuntabel”.

B. Misi
Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Biro Kesekretariatan

Pimpinan, yaitu:

a. Meningkatkan kualitas dukungan tata usaha dan
kerumahtanggaan Pimpinan Dewan;

b. Meningkatkan kualitas dukungan kegiatan Rapat Pimpinan,
Rapat/Pertemuan Konsultasi, Rapat Koordinasi, dan Rapat Bamus
yang optimal; dan

c. Meningkatkan kualitas dukungan tata usaha, rapat-rapat dan

kerumahtanggaan Pimpinan Sekretariat Jenderal.

3. Tugas Jabatan Pengelola Data

Berdasarkan PERMENPAN Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah, tugas jabatan pengelola data yaitu melakukan
kegiatan pengelolaan data dan penyusunan laporan untuk disajikan

kepada pimpinan.

Sementara berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai yang disusun di
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR R, tugas jabatan pengelola

data adalah sebagai berikut.

A. Menyusun usulan revisi anggaran;



B. Mengumpulkan bahan data dan informasi; dan

C. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan.



1.

BAB lli

RANCANGAN AKTUALISASI

Identifikasi Isu

Selama kurang lebih 6 bulan bekerja di Bagian Tata Usaha Tenaga
Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI, Penulis menemukan tiga isu
yang sekiranya menghambat kinerja pelayanan di Bagian Tata Usaha
Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI, yaitu sebagai berikut.

A. Tidak ada pusat bantuan khusus bagi Tenaga Ahli dan/atau Staf
Administrasi Anggota DPR Rl yang mengalami kesulitan dan
memerlukan bantuan

Banyaknya Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI
yang memerlukan bantuan misalnya dalam hal pengisian data di
system informasi PPNPN, mengenai waktu pencetakan SK
Pengangkatan, atau mengenai prosedur pergantian Tenaga Ahli
maupun Staf Administrasi Anggota DPR RI. Ada beberapa Tenaga Ahli
maupun Staf Administrasi Anggota DPR RI yang datang langsung ke
Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR
Rl sehingga yang bersangkutan mendapatkan jawaban langsung dari
staf maupun atasan di Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf
Administrasi Anggota DPR RI secara jelas.

Yang menjadi permasalahan adalah Tenaga Ahli dan Staf
Administrasi Anggota DPR RI yang menanyakan perihal tersebut
melalui telepon ataupun melalui aplikasi chatting secara personal yang
terkadang staf Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi
Anggota DPR RI yang menerima permasalahan tersebut tidak dapat
mengatasinya. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut Penulis

memberikan solusi yaitu membuat Whatsapp customer service yang
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menggunakan nomor telepon kantor sehingga baik telepon maupun
chat dari Tenaga Ahli maupun Staf Administrasi Anggota DPR RI akan
masuk ke nomor tersebut dan tidak lagi menghubungi secara personal
kepada staf di Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi
Anggota DPR RI.
. Tidak efektifnya pendistribusian SK Pengangkatan Tenaga Ahli
dan Staf Administrasi Anggota DPR RI

Selama ini, pendisitribusian SK Pengangkatan Tenaga Ahli dan
Staf Administrasi Anggota DPR RI dilakukan melalui sekretarian fraksi
masing-masing Tenaga Ahli maupun Staf Administrasi Anggota DPR

RT. Pendistribusian dilakukan dengan memberikan fotokopi SK
?engangkatan kepada Sekretariat Fraksi kemudian masing-masing
Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI akan mengambil
SK Pengangkatan tersebut di Sekretariat Fraksi yang berada di
Jakarta.

Permasalahannya, lokasi Tenaga Ahli atau Staf Administrasi
Anggota DPR RI yang berada di daerah pemilihan mempersulit
mereka untuk memperoleh SK Pengangkatan. Selain itu, perlunya
fotokopi SK Pengangkatan juga memperbanyak pekerjaan di Bagian
Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi DPR RI terutama
apabila jumlah SK Pengangkatan yang terbit tersebut berjumlah
banyak. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, Penulis

memberikan solusi yaitu dengan mendistribusikan SK Pengangkatan

—

tersebut melalui sistem informasi PPNPN yang dapat diaksesT—lgh

“-____________._._——7 - . e .
masing-masing Tenaga Ahli maupun Staf Administrasi Anggota DPR

RI sehingga dapat mengurangi beban kerja di Bagian Tata Usaha
Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR ~RI_dan
mempermudah Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR Rl

dalam mendapatkan SK Pengangkatan.
i, i
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C. Pengarsipan surat masuk dan surat keluar masih secara

konvensional

Pengarsipan surat masuk maupun surat keluar di Bagian Tata
Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI masih
menggunakan metode konvensional yaitu dengan menyimpan arsip
asli dan fotokopi di dalam map dan diklasifikan berdasarkan jenis
surat tersebut. Kelemahan dari sistem tersebut adalah sering terjadi
kehilangan arsip surat masuk dan surat keluar. Selain itu sulitnya
mencari arsip surat masuk dan surat keluar saat sedang dibutuhkan
merupakan salah satu kendala lainnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Penulis memiliki solusi yaitu
dengan melakukan digitalisasi untuk surat masuk dan surat keluar,
dengan tujuan ketika suatu saat surat tersebut dibutuhkan dapat

dengan mudah ditemukan.

2. Penetapan Isu Utama

Teknik yang digunaan untuk menganalisis penetapan isu adalah

analisis USG. Analisis USG merupakan alat yang digunakan untuk

menyusun urutan prioritas yang penting (urgency), serius (seriousness)

dan berkembang untuk diselesaikan (growth). Isu yang memiliki total skor

tertinggi merupakan isu prioritas. Untuk lebih jelasnya, pengertian urgency,

seriousness, dan growth dapat diuraikan sebagai berikut.

A.

Mendesaknya masalah tersebut untuk diselesaikan berkaitan dengan

dimensi waktu (Urgency);

Penyelesaian masalah dikaitkan dengan akibat, dapat menimbulkan
masalah baru (Seriousness); dan

Kemungkinan berkembang memburuk kalau tidak diselesaikan
(Growth).
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Dengan menggunakan teknik analisis USG pada ketiga isu
permasalahan, maka didapatkan hasil scoring (menggunakan skala 1-5)
yang dapat dilihat pada Tabel 3.1. Dari hasil tersebut, kemudian ditentukan
isu yang akan diangkat dan dicari gagasan solusinya berdasarkan skor

tertinggi.

Tabel 3.1 Teknik Analisis USG untuk Mengindentifikasi Isu

ag

p
Tenaga Ahli dan/atau Staf Administrasi

Anggota DPR Rl yang mengalami kesulitan
dan memerlukan bantuan.

Tidak efektifnya pendistribusian SK |5 4 | 4 13 1
Pengangkatan Tenaga Ahli dan Staf
Administrasi Anggota DPR RI

Pengarsipan surat masuk dan surat keluar | 4 | 4 | 3 11 2

masih secara konvensional

Dari Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa isu kedua yaitu tidak efektifnya
pendistribusian SK Pengangkatan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi
Anggota DPR RI memiliki total skor terbesar, oleh karena itu isu tersebut
dipilih.

Gagasan Pemecahan Isu

Untuk mengatasi isu yang telah dipilih tersebut, Penulis memutuskan
untuk melakukan Pendistribusian SK Pengangkatan Tenaga Ahli dan Staf
Administrasi Anggota DPR RI dan kemudian mengunggahnya ke sistem
informasi PPNPN. QOutput dari gagasan tersebut adalah Perubahan sistem
distribusi SK Pengangkatan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota
DPR RI. Manfaat dari diterapkannya ide tersebut Tenaga Ahli dan Staf
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Administrasi Anggota DPR RI tinggal mengunduh SK Pengangkatan di
sistem informasi PPNPN tanpa harus mengambil secara langsung ke
Sekretariat Fraksi di Jakarta dan mengurangi beban kerja di Bagian Tata
Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI karena tidak
perlu melakukan fotokopi SK Pengangkatan Tenaga Ahli dan Staf
Administrasi Anggota DPR RI dan meminimalisir tidak sampainya SK
Pengangkatan tersebut karena hilang.



4. Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja

Identifikasi Isu

Isu yang Diangkat

Gagasan Pemecahan Isu

14

: Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI

- 1. Tidak ada pusat bantuan khusus bagi Tenaga Ahli dan/atau Staf Administrasi

Anggota DPR Rl yang mengalami kesulitan dan memerlukan bantuan.
2.Tidak efektifnya pendistribusian SK Pengangkatan Tenaga Ahli dan Staf
Administrasi Anggota DPR RI

3.Tidak adanya format surat rekomendasi pergantian Tenaga Ahli dan Staf
Administrasi Anggota DPR RI

: Tidak efektifnya pendistribusian SK Pengangkatan Tenaga Ahli dan Staf

Administrasi Anggota DPR Rl

: Pendistribusian SK Pengangkatan Tenaga Ahli Dan Staf Administrasi melalui

Sistem Informasi PPNPN



Tabel 3.2 Rancangan Kegiatan Aktualisasi

15

aktualisasi
Persetujuan

rencana aktualisasi

terjadi di unit kerja

Etika Publik
Melakukan
konsultasi dengan
menerapkan 5S
(senyum, salam,
sapa, sopan,

santun)

profesional, transparan dan

akuntabel

Untuk mencapai visi
tersebut, ditetapkan Misi
Biro Kesekretariatan

Pimpinan, yaitu:
a. Meningkatkan kualitas

dukungan tata usaha

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Qutput/Hasil Keterkaitan Kontribusi Terhadap Visi Penguatan Nilai
Substansi Mata Misi Organisasi Organisasi
Pelatihan
1 Konsultasi - Mengusulkan Proposal Komitmen mutu Terwujudnya Akuntabel
perencanaan proposal rancangan Menyampaikan penyelenggaraan dukungan | Transparan dalam setiap
aktualisasi rancangan aktualisasi rencana aktualisasi | kesekretariatan kepada | tindakan dan perilaku
aktualisasi  yang | - Catatan yang inovatif Pimpinan  Dewan  dan
akan dilaksanakan konsultasi Pimpinan Sekretariat | Profesional
Konsultasi dengan (kartu kendali) | Anti Korupsi Jenderal serta dukungan | Bekerja sama dalam
coach dan mentor (- Lembar Peduli terhadap persidangan kepada Badan | menjalankan kegiatan
mengenai rencana persetujuan permasalahan yang | Musyawarah secara

Integritas

Bertutur kata dengan
sopan santun

Religius

Jujur dalam
melaksanakan setiap

kegiatan

15
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Akuntabilitas'
Persetujuan
rencana aktualisasi

menerapkan nilai

integritas

Peran dan

Kedudukan ASN:

Whole of

Government
Koordinasi melakukan - Catatan Etika Publik
dengan konsultasi dengan konsultasi Melakukan
bagian/bidang pimpinan dan staf | - Kesimpulan konsultasi dengan
yang di Bag. TU TA dan rapat menerapkan 5S
berkepentingan SAA mengenai koordinasi (senyum, salam,

rencana aktualisasi

melakukan rapat
koordinasi antara
Bag. TU TA dan
SAA dengan BDTI

sapa, sopan,

santun)

Nasionalisme
Melakukan kerja
sama dengan BDTI

dan kerumahtanggaan
Pimpinan Dewan;

. Meningkatkan kualitas

dukungan kegiatan
Rapat Pimpinan,
Rapat/Pertemuan

Konsultasi, Rapat

Koordinasi, dan Rapat
Bamus yang optimal;
dan

. Meningkatkan kualitas

dukungan tata usaha,
rapat-rapat dan
kerumahtanggaan

Pimpinan  Sekretariat

Jenderal.
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Komitmen Mutu
efektif dan efisien
karena ide dapat
tersampaikan tanpa
harus mengadakan
pertemuan
tersendiri dengan
BDTI

Peran dan
Kedudukan ASN:
Whole of

Government

Pengunggahan
SK
Pengangkatan

Mengumpulkan SK
Pengangkatan
yang akan
didistribusikan
Melakukan  scan
SK Pengangkatan
yang akan
didistribusikan

Daftar SK
Pengangkat
an

Softfile SK
Pengangkat
an

Softfile SK
Pengangkat

an

Akuntabilitas
Bertanggung jawab
dalam melakukan
upload SK
Pengangkatan ke
masing-masing
akun TA dan SAA

Komitmen Mutu




18

Melakukan upload
SK Pengangkatan
ke sistem informasi
PPNPN

Efektif, efisien, dan
inovatif dalam
mengklasifikasikan
scan SK

Pengangkatan

Anti korupsi
Bekerja keras
dalam mengklasifi
dan men-scan SK

Pengangkatan

Nasionalisme
Bekerja sama
dengan staf dalam
melakukan
klasifikasi dan scan

SK Pengangkatan

Etika publik
SK Pengangkatan
yang diupload yang

bersifat rahasia
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tidak disebarkan
selain ke yang

bersangkutan

Peran dan
Kedudukan ASN:
Pelayanan Publik

Sosialisasi
pendistribusian
SK
Pengangkatan
melalui  sistem
informasi
PPNPN

Melakukan
koordinasi dengan
Kesekretariatan
Pimpinan  Fraksi
dalam melakukan
sosialisasi kepada
Tenaga Ahli dan
Staf  Administrasi
Anggota DPR RI

Surat
Pemberitahu

an

Etika Publik:

Menerapkan 5s
(senyum, salam,
sapa, sopan,
santun) dalam

mensosialisasikan

kegiatan

Peran dan
Kedudukan ASN:
Whole of

Goverment




Capaian Aktualisasi

BAB IV

PELAKSANAAN AKTUALISASI

Tabel 4.1 Tabel Capaian Aktualisasi

dengan coach
dan mentor
mengenai
rencana
aktualisasi
Persetujuan
rencana

aktualisasi

1—4 Oktober
2019

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Waktu Bukti Fisik
Pelaksanaan
1 | Konsultasi Mengusulkan . Proposal
Perencanaan proposal rancangan
Aktualisasi rancangan aktualisasi
aktualisasi yang . Catatan
akan konsultasi
dilaksanakan . Lembar
Konsultasi persetujuan

20
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Koordinasi - melakukan . Catatan
dengan konsultasi kon§ultaS|
. : . Kesimpulan
bagian/bidang dengan rapat
yang pimpinan dan koordinasi
berkepentingan staf di Bag. TU
TA dan SAA
; 7-18 Oktober
mengenai
2019
rencana
aktualisasi
melakukan rapat
koordinasi
antara Bag. TU
TA dan SAA
dengan BDTI
Pengunggahan Mengumpulkan Daftar SK
SK SK Pengangkatan
Pengangkatan Pengangkatan yang akan
yang akan diterbitkan
didistribusikan Softfile SK
Melakukan scan Pengangkatan
SK Softfile SK
Pengangkatan 22-31 Pengangkatan
yang akan | Oktober 2019
didistribusikan

Melakukan
upload SK
Pengangkatan
ke sistem
informasi
PPNPN
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4 | Sosialisasi - Melakukan - Surat
pendistribusian koordinasi Pemberitahuan
SK dengan
Pengangkatan Kesekretariatan
melalui sistem Pimpinan Fraksi | 1-8
informasi dalam melakukan | November
PPNPN sosialisasi 2019

kepada Tenaga
Ahli  dan  Staf
Administrasi

Anggota DPRRI

2. Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi
A. Kegiatan 1: Konsultasi perencanaan aktualisasi
Dalam kegiatan 1 ini terdapat 3 tahapan kegiatan yaitu:
1) Tahapan Kegiatan 1: Mengusulkan proposal rancangan

aktualisasi yang akan dilaksanakan

Proses pelaksanaan aktualisasi ini dimulai dengan membuat
proposal rancangan aktualisasi berjudul “Pendistribusian SK
Pengangkatan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR Rl
melalui Sistem Informasi PPNPN" yang diperoleh Penulis dari isu-
isu yang didapatkan selama bekerja kurang lebih 6 bulan di Bagian
Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota.
a) Output

Output yang dihasilkan dari tahapan kegiatan 1 ini yaitu

proposal rancangan aktualisasi.
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“h,

RANCANGAN AKTUALISAST NILAL - NTLAI DASAR ASN
SERTA KEDUDUKAN DAN PERAN ASN DALAM
NEGARA KERATUAN REPUBLIK INDONESIA

Jupit.

PENDISTRINUSIAN SK PENGANGKATAN TENAGA AHLI DAN STA)
ADMINISTRASEANGGOTA DFR REMELALLY
AHTEM INFORMAS PPAPN

Dusivan ek
Numa o Rakmad Bave Adi
b 1 ATIROE101 0431001
Debatan + Pragebels Data.
Tastumsi Acal | Sekrrenriat Jenderal dum Badun Krahlian DPR RI

FELATIHAN DASAR CALON VS GOLONGAN T ANGEATAN IV
PUSDIKLAT SETTEN DAN BK DPR RI
TAHUN :M¥

Gambar 4 1 Prozosal rancangan aktualisasi

b) Keterkaitan tahapan kegiatan dengan nilai ANEKA
Tahapan kegiatan ini menerapkan nilai dasar ANEKA antara
lain:
- Komitmen Mutu yaitu membuat proposal rancangan
aktualisasi yang inovatif.
- Anti Korupsi yaitu dengan peduli terhadap permasalahan

yang terjadi di unit kerja yang perlu segera ditangani.
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2) Tahapan Kegiatan 2: Konsultasi dengan coach dan mentor
mengenai rencana aktualisasi
Penulis melakukan konsultasi dengan mentor terlebih dahulu
karena mentor lebih paham dengan isu yang terjadi di Bagian Tata
Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota. Mentor
memberikan saran dan arahan, dari tiga isu yang diperoleh Penulis
kiranya mana yang lebih perlu dilakukan perbaikan di Bagian Tata
Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota.

ambar 4.2 Konsultasi dean mentor
Setelah mendapatkan masukan dari mentor, Penulis
kemudian melakukan konsultasi dengan coach agar rancangan
aktualisasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan
dan memberikan masukan atas kendala-kendala yang kiranya

akan terjadi selama proses pelaksanaan aktualisasi.
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Gambar 4.3 Konsultasi dengan coach
a) Output
Output yang dihasilkan dari tahapan kegiatan 2 ini yaitu

proposal rancangan catatan konsultasi (kartu kendali).

Gambar 4.4 Kartu kendali
b) Keterkaitan tahapan kegiatan dengan nilai ANEKA

Tahapan kegiatan ini merupakan penerapan nilai ANEKA yaitu

Etika Publik yaitu saat melakukan konsultasi dengan mentor
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dan coach, Penulis menerapkan 5S (senyum, salam, sapa,

sopan, santun).

3) Tahapan Kegiatan 3: Persetujuan rencana aktualisasi
Melalui tahapan konsultasi, Penulis pun diberikan persetujuan

oleh mentor dan coach untuk membuat rancangan aktualisasi

dimaksud.
a) Output
Output yang dihasilian dari tahapan kegiatan 3 yaitu lembar
persetujuan.
PAGA TAVAR FANCAMGAN ARFOA A PABR AR RANGAMGAN A TUALIBAS
e E:..mmm.r TR i, N raoth | IR
2 “ﬁj :zurumau_ R | 2 unk kere hﬁ'“‘i‘““
S = dan Sat Aot Aao0ts DA oot !bm wmmw;gﬂmw;m
ﬁw—u_x-*_—mu R #
, l
| J 4
O et e e e 7 I Rekonerdas/ I
| | | [
= | ! 3
COAGH,
e
| PRy = LS ey S e oo ﬁ-‘thm

Gambar 4.5 Lembar persetujuan
b) Keterkaitan tahapan kegiatan dengan nilai ANEKA
Tahapan kegiatan ini merupakan penerapan nilai
Akuntabilitas vyaitu persetujuan rancangan aktualisasi

menerapkan nilai integritas.

Pada kegiatan 1, peran dan kedudukan ASN yang diterapkan
adalah Whole of goverment yaitu melakukan kerjas sama dengan

mentor dan coach dalam melaksanakan kegiatan rancangan

aktualisasi.
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Kegiatan 2: Koordinasi dengan Bidang/Bagian yang

berkepentingan

1)

Dalam kegiatan 2 ini terdapat 2 tahapan kegiatan yaitu:
Tahapan Kegiatan 1: melakukan konsultasi dengan pimpinan dan
staf di Bag. TU TA dan SAA mengenai rencana aktualisasi
Penulis melakukan konsultasi dengan Kepala Bagian Tata
Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota mengenai
rancangan aktualisasi dan meminta persetujuan yang
bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan meminta
izin untuk dapat disampaika:i gagasan tersebut saat diadakan
rapat antara Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi

Anggota dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi.

Gambar 4.6 Konsultasi dengén Kabag. TU TA dan SAA

Kemudian, Penulis melakukan konsultasi dengan staf lain di
Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota
mengenai rancangan aktualisasi. Penulis meminta staf lain untuk

memberikan masukan dan saran mengenai rancangan aktualisasi
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dan mendapatkan saran yaitu untuk tidak hanya mengunggah SK

Pengangkatan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR Rl

Periode Keanggotaan 2019-2024 namun juga meng-upload SK

Pengangkatan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR R

periode sebelumnya untuk digunakan sebagai arsip digital. Selain

itu pada saat berkonsultasi dengan staf Bagian Tata Usaha

Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota, Penulis disarankan

untuk mencatat hal-hal apa saja yang perlu disampaikan pada saat

akan dilaksanakan rapat koordinasi antara Bagian Tata Usaha

Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota dengan Bidang Data

dan Teknologi Informasi. Hal-hal yang akan Penulis sampaikan

diantaranya:

- SK Pengangkatan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota
DPR RI akan diunggah ke masing-masing akun PPNPN yang
bersangkutan.

- Format SK Pengangkatan yang diunggah apakah harus JPG,
RTF, PDF, atau lainnya.

Gambar 4.7 Konsultasi dengan staf Bagiah TU TA dan SAA
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a) Output
Output yang dihasilkan dari tahapan kegiatan 1 yaitu catatan

konsultasi.

Gamba 4.8 catatan kosu[tasi '

b) Keterkaitan tahapan kegiatan dengan nilai ANEKA
Tahapan kegiatan ini merupakan penerapan nilai Etika Publik
yaitu saat melakukan konsultasi dengan staf di Bagian Tata
Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Penulis
menerapkan 5S (senyurm, salam, sapa, sopan, santun).
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2) Tahapan Kegiatan 2: Mengikuti rapat koordinasi antara Bagian TU
TA dan SAA dengan BDTI
Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi
melakukan rapat koordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi
Informasi dengan acara “Pembahasan Upload Berkas di Sistem
Informasi ppnpn.dpr.go.id” dan keinginan Penulis untuk
ditambahkannya tempat khusus di sistem informasi PPNPN untuk
mengunggah SK Pengangkatan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi
Anggota DPR RI telah tersampaikan pada saat rapat tersebut dan
format SK Pengangkatan yang akan diunggah telah ditentukan
yaitu berformat PDF.

Gambar 4.9 Megikuti kgiatan rapat . U TA & SAA dengan BDTI
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a) Output
Output yang dihasilkan dari tahapan kegiatan 2 vyaitu

kesimpulan hasil rapat koordinasi.

Gambar 4.10 Kesimpulan rapat koordinasi (ada di dalam laporan singkat)

b) Keterkaitan tahapan kegiatan dengan nilai ANEKA

Tahapan kegiatan ini merupakan penerapan nilai ANEKA

antara lain:

Etika Publik yaitu saat menyampaikan gagasan di dalam
rapat antara Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf
Administrasi Anggota DPR R| dengan Bidang Data dan
Teknologi Informasi, Penulis menerapkan 5S (senyum,
salam, sapa, sopan, santun).

komitmen mutu yaitu efektif dan efisien karena ide dapat
tersampaikan tanpa harus mengadakan pertemuan
tersendiri dengan Pranata Komputer Bidang Data dan
Teknologi Informasi.

Nasionalisme yaitu dalam melakukan kerja sama dengan

Bidang/Bagian lain.



32

Pada kegiatan 2, peran dan kedudukan ASN yang diterapkan
Whole of Government karena kegiatan tersebut memerlukan kerja

sama antar unit.

Kegiatan 3: Pengunggahan SK Pengangkatan
Dalam kegiatan 3 ini terdapat 3 tahapan kegiatan yaitu:
1) Tahapan Kegiatan 1: Mengumpulkan SK Pengangkatan yang
akan didistribusikan
SK Pengangkatan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota
DPR RI yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPR
Rl dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai Anggota DPR RI
masing-masing, khusus untuk SK Pengangkatan Tenaga Ahli dan
Staf Administrasi Anggota sebelum Periode Keanggotaan 2019-
2024 sudah dikelompokkan berdasarkan bulan penetapan SK. SK
Pengangkatan pun dibuatkan daftar menggunakan Microsoft
Office Excel.
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a) Output
Output yang dihasilkan dari tahapan kegiatan 1 yaitu daftar SK

Pengangkatan.

B = -
s

N P B Fagn G
U e Lyl Viesd . Gt ] Hadegn

Gambar 4.12 Daftar SK Pengangkatan

b) Keterkaitan tahapan kegiatan dengan nilai ANEKA

Tahapan kegiatan ini merupakan penerapan nilai ANEKA

antara lain:

- komitmen mutu vyaitu efektif dan efisien dalam
mengelompokkan SK Pengangkatan.

- Anti korupsi yaitu bekerja keras dalam
mengkelompokkan SK Pengangkatan yang jumlahnya
lebih dari 4000 SK.

- Nasionalisme yaitu bekerja sama dengan staf Bagian
Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota

dalam melakukan pengelompokkan SK Pengangkatan.

2) Tahapan Kegiatan 2: Melakukan scan SK Pengangkatan yang
akan didistribusikan

SK Pengangkatan Tenag= Ahli dan Staf Administrasi Anggota

DPR RI kemudian di-scan lalu SK Pengangkatan hasil scan
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(softfile SK Pengangkatan) diklasifikasikan sesuai tahun dan bulan
penetapan SK. Kemudian softfile SK Pengangkatan diberi nama
dengan format: NAMA TA/SAA (TAP TAA/SAA F-NAMA FRAKSI
A-NOMOR ANGGOTA BULAN DAN TAHUN PENETAPAN).

Gambar 4.13 Scan SK Pengangkatan

a) Output
Output yang dihasilkan dari tahapan kegiatan 2 yaitu softfile
SK Pengangkatan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota.
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Gambar 4.14 softfile SK Pengangkatan
b) Keterkaitan tahapan kegiatan dengan nilai ANEKA

Tahapan kegiatan ini merupakan penerapan nilai ANEKA

antara lain:

- komitmen mutu vyaitu efektif dan efisien dalam
mengklasifikasikan SK Pengangkatan.

- Anti korupsi yaitu bekerja keras dalam melakukan scan
SK Pengangkatan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi
Anggota yang berjumlah lebih dari 4000 SK.

- Nasionalisme yaitu bekerja sama dengan staf Bagian
Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota

dalam melakukan scan SK Pengangkatan.

3) Tahapan Kegiatan 3: Melakukan upload SK Pengangkatan ke
sistem informasi PPNPN
Softfile SK Pengangkatan kemudian di-upload ke masing-
masing akun PPNPN Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota
DPRRI.



Gambar 4.15 Proses Pengunggahan SK Pengan

a) Output

36

Output yang dihasilkan dari tahapan kegiatan 3 yaitu softfile

SK Pengangkatan yang telah di-upload ke masing-masing

akun PPNPN Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR

RI.

Walcomm. IMAM YULIARTO, MHurm, b e

& <5 & o o = & L] E 3

Setetah SK Panetapan diunduh dan dicelak. stompel basah dapat diperoteh pada
Bagian Tata Persuratan dan Penylmpanan (Gedung Sotjen Lantai 1),

2

Ha Larryiran

Gambar 4.16 SK Pengangkatan yang telah di-upload
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b) Keterkaitan tahapan kegiatan dengan nilai ANEKA

Tahapan kegiatan ini merupakan penerapan nilai ANEKA

antara lain:

- akuntabilitas yaitu bertanggung jawab dalam melakukan
upload SK Pengangkatan ke masing-masing akun PPNPN
Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI.

- etika publik yaitu memastikan agar berkas/file yang
sifatnya rahasia tidak tersebar ke pihak yang tidak
berkepentingan.

Pada kegiatan 3, peran dan kedudukan ASN yang diterapkan
Pelayanan Publik karena pengunggahan SK Pengangkatan ke
masing-masing akun PPNPN Tenaga Ahli dan Staf Administrasi
Anggota DPR RI dapat mempermudah yang bersangkutan dalam
memperoleh SK Pengangkatan.

D. Kegiatan 4: Sosialisasi pendistribusian SK Pengangkatan melalui
sistem informasi PPNPN
Dalam kegiatan 4 ini terdapat 1 tahapan kegiatan yaitu:
1) Tahapan Kegiatan 1: Melakukan koordinasi dengan
Kesekretariatan Pimpinan Fraksi dalam melakukan sosialisasi
kepada Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI
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Pada tahapan kegiatan ini Penulis membuat surat
pemberitahuan yang ditanda tangani Kepala Bagian Tata Usaha
Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI mengenai
perubahan sistem distribusi SK Pengangkatan Tenaga Ahli dan
Staf Administrasi Anggota DPR RI bahwa SK Pengangkatan tidak
didistribusikan melalui Kesekretarian Fraksi dan akan diunggah ke
masing-masing akun PPNPN Tenaga Ahli dan Staf Administrasi
Anggota. Surat pemberitahuan tersebut ditujukan ke Sekretariat
Fraksi agar fraksi dapat meneruskan pemberitahuan mengenai
perubahan sistem distribusi SK Pengangkatan tersebut kepada
Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR Rl masing-
masing. Selain itu Penulis juga melakukan pemberitahuan secara
informal melalui grup whatsapp antara Bagian Tata Usaha Tenaga

Ahli dan Staf Administrasi dengan Kesekretriatan Fraksi.

kepada bapak ibu pimpinan set. fraksi
mehon disampaikan kpd TA dan SAA
masing2 bahwa SK Pengangkatan Akan
diupioad ke akun PPNPN masing? TA
dan SAA. tidak lagi melalui fraksi.

wlads
w'a

surat pemberitahuan segera dikirim ke
set. fraksi. terimakasih

~Farkhan™
slapp

akan diinfokan ke TA
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Gambar 4.17 Sosialisasi pendistribusian SK Pengangkatan
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a) Output
Output yang dihasilkan dari tahapan kegiatan 4 yaitu Surat
Pemberitahuan.
. SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
i3  JLH.JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE PO 10270
3 Tguv.-muammrmmun_ﬂm;msus.msm:wwacﬂ
Nomee 22VSETIEN DANBK DPRRUSPOWI 2015 s et 19
Sitat : Prrting

Yih.

DPRR
AAKARTA
e peitahiien patwa SK i Tenagd Ahl aan Stal Asmaistcds: Anggole
0P Rl Paioce Ka 2018232 tidak ol Sekcetariat Frakal don akan
: Gunggan ke masing-masng mkun PPNPN milh Tenaga ANk fan Slaf Administiasi Anggota yang
; Terda A don izt ! DPRRS
; Y

Hepuin Baginn TU TA dan SAA,

W

4.18 Surat Pemberitahuan
b) Keterkaitan tahapan kegiatan dengan nilai ANEKA
Tahapan kegiatan ini merupakan penerapan nilai etika publik
yaitu dalam menyampaikan pemberitahuan Penulis

menerapkan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun).

Pada kegiatan 3, peran dan kedudukan ASN yang diterapkan
adalah Whole of Government karena berkoordinasi dengan para
pengatur kesekretariatan pimpinan fraksi dalam menyampaikan
perubahan sistem distribusi SK Pengangkatan kepada Tenaga

Ahli dan Staf Administrasi Anggota.



3. Matriks Jadwal Kegiatan

Tabel 4.2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi
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KEGIATAN

OKTOBER

NOVEMBER

1

2

3

4

5

1

Konsultasi perencanaan aktualisasi

r_

Berkoordinasi dengan Bagian/Bidang yang
berkepentingan

Pengunggahan SK Pengangkatan

Sosialisasi pendistribusian SK
Pengangkatan melalui sistem informasi
PPNPN

4. Kendala yang Dihadapi pada Saat Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi

Pada saat melaksanakan kegiatan aktualisasi, Bagian di unit kerja

Penulis berbarengan dengan proses rekrutmen Tenaga Ahli dan Staf
Administrasi Anggota DPR RI Periode Keanggotaan 2019-2024 dengan
jumlah Tenaga Ahli Anggota dan Staf Administrasi Anggota sebanyak

4.025 orang, Tenaga Ahli Fraksi sebanyak 246 orang, Tenaga Ahli Alat

Kelengkapan Dewan sebanyak 175 orang, dan Staf Khusus sebanyak 11

orang yang menyita sebagian besar waktu Penulis selama kegiatan

aktualisasi karena Penulis harus bekerja di luar jam kerja bahkan bekerja

di hari libur sehingga pengerjaan kegiatan aktualisasi terhambat.



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan aktualisasi meliputi beberapa kegiatan dan setiap
kegiatan terdiri atas beberapa tahapan kegiatan. Adapun kegiatan
aktualisasi Penulis terdiri dari 4 (empat) kegiatan mulai dari pengajuan
proposal rancangan aktualisasi sampai kegiatan sosialisasi perubahan
sistem pendistribusian SK Pengangkatan Tenaga Ahli dan Staf
Administrasi Anggota DPR RI. Selama periode aktualisasi off campus,
Penulis mengalami kendala yang menghambat berjalannya kegiatan
aktualisasi tersebut di antaranya karena berbarengan dengan proses
rekrutmen Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI Periode
Keanggotaan 2019-2024 yang jumlahnya lebih dari 4.000 orang sehingga
hanya memiliki waktu yang terbatas dalam pengerjaan proses aktualisasi.
Output akhir yang dihasilkan dari penyelenggaraan kegiatan aktualisasi
adalah perubahan sistem distribusi SK Pengangkatan Tenaga Ahli dan
Staf Administrasi Anggota DPR RI yang semula melalui Sekretariat Fraksi
berubah melalui sistem informasi PPNPN. Perubahan sistem
pendistribusian tersebut bertujuan untuk mengurangi beban kerja di
Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota dan untuk
meminimalisir terjadinya kehilangan SK yang sering terjadi sebelumnya.
Selain itu diharapkan dengan mengunggah SK Pengangkatan ke masing-
masing akun PPNPN Tenaga Ahli maupun Staf Administrasi Anggota DPR
Rl dapat mempermudah yang bersangkutan dalam memperoleh SK
tersebut.
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2. Saran

Pemberitahuan melalui SMS Gateway atau melalui e-mail kepada
Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI apabila SK
Pengangkatan telah diunggah perlu ditambahkan sehingga Tenaga Ahli
dan Staf Administrasi Anggota DPR RI dapat mengetahui apabila SK
Pengangkatan yang bersangkutan telah diunggah ke akun PPNPN.



LAMPIRAN

Surat Undangan Rapat Koordinasi




Daftar Hadir Rapat Koordinasi




Menimbang

Mengingat

Contoh Softfile SK Pengangkatan

KEPUTUBAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR @ SEKJENIT AA2019
TENTANG
PENETAPAN TENAGA AHLI ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR A-58 FRAKS! PARTA] KEBANGKITAN BANGSA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Sekretarial Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Repubii Indonesia telah
menerima rekomendasi pengangkatan Tenaga Ahli Anggols Dewan Perwakilan
Rakyal Republik Indonesia untuk Periode Keanggotaan Tahun 20142018 dari
bahwa pengangkatan Tenaga Ahll Anggota sebagaimana dimaksud pada hunid
a ditetapkan dengan Keputusan Selcetars Jenderal Dewan Perwakilen Rakyat
Republix indonesia;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 fenlang Maislis Pemmusyawarsian
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewsn
Perwakilan Rekyat Daersh (Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negera Republk Indonesia Nomor 5583),
sebagaimana lelah beberapa kali diubsh terskhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2018 {Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2018 Nomor
28, Tambzhan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 6187);
Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2018 fenteng Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negsrs Republik indonssia
Nomor 8263);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tats Cara Peleksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {Lembaran Negara Republic
Indonesia Tehun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5423} sebagaimana felzh diubsh dengan Peraturen
Pemerintah Nomer 50 Tahun 2018 (Lembaren Negara Republic Indonesiz
Tahun 2018 Nomor 228, Tambzhan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 82673, £

-



Memperhatikan

PERTAMA

KEDUA

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 ientang Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian Dewan Perwakian Rakyat Republik indonesia {Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 43);

5. Peraluran Dewan Perwakilan Rekyat Republik Indonesia Nemor 1 Tehun 2014
tentang Tata Terth (Berits Negara Republix Indonesta Tahun 2014 Nomor
1607), sebageimana felsh beberapa kali diubah ferakhir dengan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 (Berta
Negara Repubik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1752);

6. Peraturan Dewan Perwalilan Rakyat Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Sisf Administrasi Anggola Dewen
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomer 1946);

7. Peraturan Sekrelars Jendersl Dewan Perwakian Rakysl Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2015 fentang Crganisasi dan Tals Kerja Seivetariat Jenderal
dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakya! Repubik Indonesia,
sebagaimana telzh beberapa kall diubzh ierakhir dengan dengan Peraturan
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakiian Rakyat Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2018;

: 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-203MK.02/2015 Tanggal 20 Maret 2015

Perihal Penetapan Indeks Honorarium Tenaga Ahll Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia;

2. Surat Direkiur Jenderal Anggeren fentang Sural  Pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pefikan Tahun Anggaran 2018 Nomor :
002.02.1.001030/2018 tanggal 5 Desember 2018;

3. Surat Rekomendasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
ianggal 1 Juli 2018;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN GSEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR A-58 FRAKS!
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

© Menetzpkan Saudara EE—_G——wiay sc0:203 Tenaga Abl Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Republik indonesia Nomor A-figgFraks! INTREEGES
o)

. Tenaga Ahfl Anggotz sebagaimana dimaksud pada Dikium PERTAMA Keputusan in,

mempunyai tugas :
1. mendampingi Anggota dalam rapat komisi atay glat kelengkapan DPR dengan
mitra kerja, kecual dinyatakan ferfutup;
2. menyusun telashan, kajian, analisis bagi Anggota terkait isu yang berkembang di
daerah pemilihan Anggota,
X
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

3. menyusun telagh dan analisis berkaitan dengan fungsi DPR di bidang legislasi,
anggaran, dan pengawasan;

4, menyiapkan bahan untuk keperluan kunjungan kerja Anggota;

5. mendampingl Anggota dalam melaksanakan kunjungan kerja ke daerah
pemifihan;

6. membuat leporan hasll kunjungen keda dan laporan pertanggungjewaban
keuangan kunjungan kerja;

7. menghimpun aspirasi masyarakat uniuk disampaikan kepada Anggota,

8. mengikuti perkembangan isu sirategis yang dapat mempengaruhi kinerfa DPR;

8. memberikan masukan kepada Anggota; dan

10. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Anggota secara berkala.

: Masa kerja Tenaga Ahli Anggota sebagaimana dimaksud pada Diklum PERTAMA

Keputusan ini selama 1 (satu) Periode Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Tahun 2014-2019 terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019 sampai
dengan tanggal 30 September 2018.

. Tenaga Ahli Anggota sebagaimana dimaksud pada Dikium PERTAMA Keputusan ini

berhenti apabila :

a) meninggal dunia;

b} mengundurkan diri; atay
¢) diberhentikan, jika :

1) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap
sebagai Tenaga Ahli Anggola selama 1 (satu) bulan berurutturut tanpa
keterangan apa pun,

2) melanggar ketentuan perundang-undangan dan kode etik Tenaga Ahli dan Staf
Administrasi Anggota;

3) merangkap menjadi Tenaga Ahli atau Staf Administrasi Anggota pada Anggota,
Alat Kelengkapan Dewan, atau Fraksi lain; atau

4) Anggota yang bersangkutan meninggal dunia atau berhenti sebagai AW

. Tenaga Ahll Anggota sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini

dievaluasi setiap tahun oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
yang bersangkutan,

. Tenaga Ahli Anggota yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum

PERTAMA Keputusan ini dibertkan honorarium sefiap bulan yang pembayarannya
berdasarkan Keputusan Sekretarls Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia tentang Penggunaan Anggaran Pemberian Honorarium Kepada Tenaga
Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

. Kepada Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada

Diktum PERTAMA Keputusan ini diwajibkan menandatangani surat pemyataan
sebagail Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor

. Froksi
5
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KEDELAPAN

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

terjadi perubahan peraiuran perundang-undangan yang terkait dengan Tenaga Ahli
Anggota dan terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

el e b o~ ol o s

12,

13.
14,

15.

Pimpinan DPR RI;

Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga DPR R};

Pimpinan Badan Anggaran DPR R;

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;

Menteri Keuangan Republik Indonesia;

Anggota DPR Rl yang bersangkutan;

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan R,

Kepala Badan Keahllan DPR Rl;

Para Deputi dan Inspektur Utama di lingkungan Sekretariat Jenderal
dan Badan Keshlian DPR Rl;

Direkiur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;
Kepala Kantor Wilayah Daerah Khusus lbukota Jakarta Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
Kepala Biro/Kepala Pusat : Kesekretardatan Pimpinan, Kepegawaian
dan Organisasi, Kajian Anggaran, Perencanaan dan Keuangan,
Hukum dan Pengaduan Masyarakat, Data dan Informasi Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;

Kepala Bagian/Kepala Bidang : Hukum, Administrasi Keuangan,
Evaluasi dan Pelaporan, Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf
Administrasi  Anggota DPR, Peralanan, Keanggotaan dan
Kesekretariatan Fraksi, Arsip dan Museum Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian DPR RI;
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18.
17.

18.

Bendahara Pengeluaran Satuan Ketja DPR Ri;

Pengalur Kesekretariatan Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan
Bangsa;

Yang bersangkutan untuk dipergunakan separiunya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Juli 2019
SEKRETARIS JENDERAL,

-

e

INDRAYSKANDAR
NIP. 196611141967031001 %



Konsultasi dengan mentor di sela-sela kegiatan aktualisasi




